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ABSTRAK
Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran UUJN maka
yang berwenang melakukan pengawasan adalah MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 17-23
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang kewenangan maijelis pengawas
notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun
2020, menganalisa kendala kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap
pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020 dan menganalisa
pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris
dilakukan sesuai dengan permenkumham nomor 15 tahun 2020. Metode penelitian yaitu yuridis
normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.
Fokus masalah berkenaan dengan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap
Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan hukum
kewenangan MPD Kota Medan dalam praktiknya terdapat kendala dalam pengawasan Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang kewenangan majelis pengawas notaris kota
medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020 proses
pemeriksaan notaris oleh MPD terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam
UUJN pada Pasal 70 dan Pasal 71 selanjutnya melalui peraturan pelaksana dari UUJN tersebut
yaitu Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 17 sampai dengan 23 dan
Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 pada Pasal 23. Kewenangan majelis pengawas notaris
kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020,
pemeriksaan secara langsung dilakukan minimal setahun sekali dengan cara mendatagi kantor
notaris langsung, sedangkan pemeriksaan secara tidak langsung dengan cara memeriksa
laporan yang diberikan Notaris kepada MPD secara rutin pada tiap bulannya. Pelaksanaan
kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris dilakukan
sesuai dengan permenkumham nomor 15 tahun 2020 dan hasil dari pemeriksaan tersebut
memberikan rekomendasi terhadap MPW Provinsi Sumatera Utara.
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PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja untuk kepentingan Negara,
namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya
menerima honorarium atau fee dari klien. Dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai
pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh
pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Notaris memiliki dasar utama yaitu kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para
profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas
kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah
seorang profesional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu
besar. Dalam kehidupan sehari-hari, Notaris erat kaitannya dengan perbuatan hukum dan peristiwa
hukum khususnya dalam ranah perdata yang kemudian memerlukan akta autentik. Dimana akta
autentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris,
merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah
akta yang autentik. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.
Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki
tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam
bentuk akta autentik.

Jabatan sebagai Notaris dalam pelaksanaan khususnya dalam pembuatan aktanya, Notaris rawan
terkena jeratan hukum, tak hanya dari faktor internal yang berasal dari Notaris itu sendiri seperti lalai
dalam menjalankan jabatannya, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi, dan
sebagainya, tetapi juga dapat diperhadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen
tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Dalam hal ini apabila Notaris terlibat
dalam sebuah permasalahan khususnya dalam kasus pidana, tak jarang Notaris diminta untuk
memberi kesaksian mengenai akta yang dibuatnya di persidangan.

Kesaksian notaris dalam proses peradilan, UUJN telah mengatur dan memberikan suatu prosedur
khusus dalam penegakan hukum terhadap notaris. Pasal 66 ayat (2) UUJN memberikan
perlindungan hukum terhadap notaris dengan menyebutkan bahwa “Pengambilan fotokopi minuta
akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a, dibuat berita acara
penyerahan”.

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu
mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam ketentuan UUJN maupun
kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan
kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran jabatan atau
etika maka dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Pertama, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran
UUJN dilakukan oleh Maijelis Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73
ayat (1) huruf e UUJN bahwa, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi
berupa teguran lisan atau tertulis.
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Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran UUJN maka yang
berwenang melakukan pengawasan adalah MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Terhadap Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

KAJIAN TEORITIS
Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadililazim disebut
kompetensi atau yurisdiksi. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas.
Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Konsep di
Belanda bevoegdheid dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu
bevoegdheid tidak memiliki watak hukum.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan
yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.
Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suat
bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya
mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk
memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Atribusi,
delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh
hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan
suatu Keputusan yuridis yang benar. Teori kewenangan dalam penelitian ini digunakan untuk
menganalisa Kewenagan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris
Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

Teori kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu
aturan hukum yang bersifat umum.Sifat umum dari aturan. Aturan hukum membuktikan bahwa
hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata
untuk kepastian.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat
umum membuat individu mengetahui pembuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori kepastian hukum berarti bahwa
dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa besar hak dan
kewajibannya. Kepastian bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga
adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim
lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang
bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
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adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusomo: kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa
yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan walau
kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan.
Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis
dan tidak menyamaratakan. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk
menganalisa kepastian hukum Kewenagan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Terhadap
Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN
Metode adalah cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran
dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan , sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja
ilmiah (Scientific Work) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis dan konsisten.

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan
penelitian. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris sebelum
melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan dihadapan pejabat
yang mengangkatnya.

Pengawasan atas Notaris meliputi pengawasan terhadapperilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan
notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Majelis Pengawas, dan Organisasi Notarismenetapkan dan mengakan Kode Etik
Notaris. Kewenangan dan Tata cara dari Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap
Notaris telah dijabarkan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris jo
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10
Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan oleh
Maijelis bersifat kuratif termasuk kegiatan pembinaan terhadap Notaris.

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris Kota
Medan, Makasesuai Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris
berwenang juga :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.
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b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
Tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

¢. Memberikan cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usulNotaris yang bersangkutan.

e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris
telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang diangkat sebagai
Pejabat Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau
pelanggaran ketentuan dalam undang undang ini.

h. Membuat, dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, d, e dan g
kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73 Udang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilyah Notaris berwenang :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat
yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

c. Memberikan izin cuti lebih dari enam bulan sampai satu tahun.

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang
diajukan oleh Notaris pelapor.

e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas pusat berupa :
1. Pemberhentian sementara tiga bulan sampai dengan enam bulan.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf e, dan huruf f.

Dalam hal MPD, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah. Para
anggota MPD Kota Medan telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Provinsi Sumatera Utara.

Peran aktif MPD agar kewenangan dan tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta
Autentik bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dengan harapan agar akta yang di buat oleh Notaris lebih berkualitas
sebagai alat bukti yang kuat dan sah dalam pembuktian yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris. Teori kewenangan yang dipakai sebagai pisau
analisa dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa Kewenagan Majelis Pengawas Daerah
Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020,
dimana aturan hukum mengenai proses pemeriksaan Notaris oleh MPD diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 70 dan Pasal 71, selanjutnya
melalui peraturan pelaksana yaitu Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 17 sampai
dengan 23, kemudian Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 dalam Pasal 23.

Program kerja MPD Kota Medan adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis
Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris, untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal
(setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kota Medan telah membentuk Tim
Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang
sekretaris.Karena banyaknya jumlah Notaris di Kota Medan, maka dalam teknis pengawasan dibagi
menjadi tiga kelompok terdiri dari 3 orang tim pengawas.

Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 36-39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis
Pengawas Notaris, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang
bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dantanggal pemeriksaan serta komposisi
Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di
kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari: a) Minuta
akta; b) Buku daftar akta atau reportorium; ¢) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah
tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan; d) Buku daftar
nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan; e)
Buku daftar protes; f) Buku daftar wasiat; dan g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain: Kondisi kantor Notaris; Surat pengangkatan
sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan; Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat
cuti Notaris; Keadaan arsip; Keadaan penyimpanan akta; Laporan bulanan; Uji petik terhadap akta;
Jumlah pegawai, dan; Sarana kantor. Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan
bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal
pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak
tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut di atas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor
15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Terhadap Notaris.

Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris
yang bersangkutan, setidaktidaknya rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP,
Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
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Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Terhadap Notaris.

Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di
evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, dan hasil
evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya
pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan
itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan
dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang
diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah
dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran. Pemeriksaan berkala yang diatur dalam
permenkumham nomor 15 tahun 2020 menjadi pembeda dari peraturan yang diatur dalam undang-
undang jabatan notaris.

Syarat-syarat untuk di angkat menjadi anggota Majelis Pengawas diatur dalam Pasal 2 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Terhadap Notaris, yaitu :

(a). Warga Negara Indonesia,

(b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
(c). Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum,

(d). Tidak pernah dihukum karena melakukan melakukan perbuatan pidana yangDiancam pidana
penjara 5 (lima) tahunatau lebih,

(f). Tidak dalam keadaan Pailit,
(9). Sehat Jasmani dan Rohani,
(h). Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan untuk menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :

Majelis Pengawas Daerah :

(a). unsur pemerintah oleh Kepala Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia,

(b). unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notarisindonesia,

(c). unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atauperguruan tinggi setempat.
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Majelis Pengawas Wilayah :

(a). Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor WilayahDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia :
(b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah IkatanNotaris Indonesia,

(c). unsur ahli/akademisi oleh Pemimpin Fakultas hukum atauperguruan Tinggi setempat.
Majelis Pengawas Pusat :

(a). Unsur Pemerintah oleh Direktur Jenderal AdministrasiHukum umum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia

(b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Ikatan NotarisIndonesia,
(c). unsur ahli/fakademisi oleh Pemimpin Fakultas Hukum yangSyarat yang ditentukan oleh UUJN.

KESIMPULAN

Pengaturan Tentang Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan
Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yaitu aturan hukum mengenai proses
pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan
notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi
dasar bertindak bagi MPD untuk melakukan pemeriksaan pada Pasal 70 dan Pasal 71, selanjutnya
melalui peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Permenkumham Nomor 15 Tahun
2020 pada pasal 17 sampai dengan 23, dimana proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh
Majelis Pengawas Daerah, kemudian Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020, mengatur tentang
proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 23, dan
selanjutnya Permenkumham 15 Tahun 2020 mengatur tentang proses pemeriksaan notaris yang
dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam bagian VI yaitu mengenai evaluasi dan tindak
lanjut.

Kendala Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris
Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada proses pemeriksaan terhadap notaris
oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Medan terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris
dalam praktiknya dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung dan tidak langsung dengan
mencakup proses pembinaan, perlindungan, dan pengawasan didalamnya berdasarkan
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Pemeriksaan secara langsung dilakukan minimal setahun
sekali dengan cara mendatagi kantor notaris langsung, sedangkan pemeriksaan secara tidak
langsung dengan cara memeriksa laporan yang diberikan notaris kepada Majelis Pengawas Daerah
secara rutin pada tiap bulannya. Dari sini kemudian Majelis Pengawas Daerah memeriksa notaris,
dan apabila ditemukan kejanggalan atau notaris diduga melakukan kesalahan dalam laporannya,
maka notaris yang bersangkutan akan dimintai keterangan serta diperiksa lebih lanjut.

Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris
dilakukan sesuai dengan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 dan hasil dari pemeriksaan
tersebut memberikan rekomendasi terhadap Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Jika berdasarkan laporan rutin, Majelis Pengawas Daerah membuat Berita Acara Pemeriksaan
untuk seluruh notaris yang telah dirangkum untuk kemudian dilaporkan kepada Majelis Pengawas
Wilayah. Selanjutnya jika berdasarkan laporan insidentil, Majelis Pengawas Daerah membuat Berita
Acara Pemeriksaan per notaris yang diduga melanggar pelaksanaan jabatan notaris dengan
tahapan telah melakukan panggilan terhadap notaris yang dimaksud untuk dimintai keterangan dan
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telah memeriksa fakta-fakta yang ada dilapangan. Terkait perekomendasian yang diberikan, maka
Majelis Pengawas Daerah Kota Medan akan memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan
dari pasal yang diduga telah dilanggar oleh notaris yang bersangkutan dengan mencantumkan
pasal-pasal terkait tersebut sebagai pertimbangan untuk Majelis Pengawas Wilayah Provinsi
Sumatera Utara.
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